ABSTRAK

Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan
jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
bertanggungjawab kepada kepala daerah, baik Gubernur maupun bupati/walikota. Jadi,
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
Permasalahan yang diteliti ini, adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat
Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah dan faktor apa saja yang menghambat Inspektorat Daerah Semarang dalam
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bagaimana solusi
mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang
bersifat deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dengan cara
melakukan wawancara dan sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana hasil dari
analisis disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Inspektorat Kabupaten Semarang yang
mana dalam tugas dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan penyelenggaraan/urusan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Perda
Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Semarang, disamping juga berpedoman kepada peraturan Bupati Kabupaten
Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
dalam bidang pengawasan. Adapun kewenangannya sebagai bentuk pelaksanaan asas
desentralisasi pada otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Adapun faktor-faktor yang menghambat Inspektorat Daerah
Semarang dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber daya dana dan fasilitas,
sedangkan faktor-faktor yang mendukung Inspektorat Daerah Semarang dalam pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tidak terlepas dari sumber daya
manusia, sarana prasarana, instrument pengawasan dan ketersediaan anggaran maupun
kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait. Saran dari penelitian ini adalah bahwa
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan
kerja sama yang baik antar Dinas/instansi terkait, dan dapat memberikan anggaran dana yang
lebih memadai.
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